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SERAH TERIMA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH UNAUDITED 

TAHUN ANGGARAN 2021  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

 

Banjarbaru, Senin (14 Maret 2022) – Bertempat di Ruang Rapat Lt. 1 BPK Perwakilan 

Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Selatan, M. Ali 

Asyhar, menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited Tahun Anggaran 2021 

dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

menjadi entitas pertama untuk wilayah Kalimantan Selatan yang menyampaikan LKPD 

Unaudited untuk Tahun Anggaran 2021.  

Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited Tahun Anggaran 2021 ini 

menjadi dasar untuk BPK melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaannya akan disampaikan 

paling lambat 60 hari setelah laporan keuangan diterima sesuai amanat Undang-undang Nomor 

15 Tahun 2004. 

Permasalahan-permasalahan yang patut menjadi perhatian diantaranya:  

1. Pengelolaan kas yang belum tertib 

2. Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Belum Tertib 

3. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belum Dilaksanakan dengan Tertib; 

4. Penatausahaan Persediaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Belum 

Tertib; 

5. Pencatatan dan Pengelolaan Aset Tetap Belum Tertib; 

6. Sebanyak 589 Pengusaha Sarang Burung Walet di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Belum 

Memiliki Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet; 

7. Potensi Pendapatan Retribusi yang Berasal dari Pasar Milik Daerah Belum Dikelola dengan  

Memadai; 

8. Belanja Kegiatan Makan dan Minum pada Sekretariat DPRD TA 2021 Belum Dibayarkan 

Pajak Restorannya Sebesar Rp96.915.500,00; 

9. Laporan Pertanggungjawaban Tiga Penerima Belanja Hibah Terlambat Disampaikan 

Sebesar Rp2.698.000.000,00; 

10. Pengelolaan Belanja Tak Terduga pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kurang Memadai; 

11. Keterlambatan Penyelesaian Tiga Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang Belum Dikenakan Denda Minimal Sebesar Rp1.266.558.117,20; 

 

  


